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Abstrak
Pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah atau Jas Merah. Menjadi seoang mahasiswa tentu
saja memiliki peran yang lebih penting untuk terus mengenang dan mempelajari sejarah yang ada di negara
kita. Menjadi mahasiswa program studi ilmu hukum adalah impian banyak anak muda karena kajiannya
yang luas, dapat turun langsung ke lapangan, dan nantinya bisa mengabdikan diri untuk negara kita. limu
Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari baik buruk perilaku dalam bermasyarakat, hukum bersifat
memaksa dan memberikan saksi tegas kepada siapa saja yang melanggar. Sebagai seorang mahasiswa llmu
Hukum tentu saja mereka harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah , perkembangan hukum,
serta sistem hukum di Indonesia, melalui mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia mahasiswa Program
Studi Ilmu Hukum mendapatkan pemahaman terkait pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam
ilmu hukum yang bersifat umum, yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu
dan masa tertentu. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berstatus sebagai mata kuliah dasar yang menunjukkan
jalan kearah cabang-cabang llmu Hukum yang lebih terperinci dan mempunyai nilai guna/praktis. Dengan
demikian, Pengantar Hukum Indonesia (PIH) memberikan pengetahuan dalam garis besar mengenai hukum
pada umumnya kepada mahasiswa semester 1 atau kepada setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum.

Kata kunci: Sejarah, mahasiswa, mata kuliah, Pengantar IImu Hukum (PIH), Semester 1, Mata Kuliah
Dasar, istilah Hukum, Program Studi llmu Hukum.

Abstract

The adage ever said, never forget the history that Soekarno called it Jas Merah. Being a student, of course,
we have a more important role to continue to remember and learn about the history of our country.
Becoming a student of the law study program is the dream of many young people because of the broad
study, being able to go directly to the field, and later being able to devote themselves to the country of
Indonesia. Law is a science that studies the good and bad behavior in society, the law is coercive and gives
strict sanctions to anyone who violates it. As a student of Law, of course they must know in advance how
the history, development of law, and the legal system in Indonesia, through the Pengantar IImu Hukum
Indonesia course, students of the Legal Studies Program gain an understanding of the basic understandings
of various legal terms that are general in nature. , which is unlimited to legal studies that focus on certain
countries and certain times. Pengantar IImu Hukum (PIH) has the status of a basic course that shows the
way to more detailed branches of Legal Studies and has practical value. So, Pengantar limu Hukum (PIH)
provides general knowledge of law to first semester students or to anyone who will study law.

Keywords: History, students, courses, Pengantar llmu Hukum(PIH), First Semester, Basic Courses, Legal
terms, Legal Studies Program.

PENDAHULUAN
Kehidupan bernegara dan di masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum, hukum memegang
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peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum

juga memegang peranan untuk menjaga hak serta kewajiban masyarakat sehingga hukum
menempati peran yang sangat penting dalam menjaga, melindungi, dan mengatur keteraturan
kehidupan masyarakat. Pengantar IImu Hukum sebagai ilmu yang mempelajari tatanan hukum
secara mendasar terdiri dari kata “pengantar” dan kata “ilmu hukum”, mengantar yang berasal
dari perkataan “pengantar” berarti membawa ke tempat yang dituju, dalam Bahasa asing juga
diartikan inleiding ( Belanda ) atau introduction (Inggris) yang berarti memperkenalkan.
Pengatar Ilmu Hukum memperkenalkan dan mengantarkan mahasiswa dalam memahami secara
detail setiap sendi-sendi atau dasar-dasar tentang hukum. Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata
kuliah dasar juga memperkenalkan sejarah ilmu hukum serta keberadaannya sebagai mata
kuliah dasar.
PEMBAHASAN
Pengertian Hukum

Secara Etimologis, hukum berasal dari terjemahan kata hukm (Arab), Law (Inggris),
Recht (Belanda), loi atau droit (Perancis), derecto (Spanyol). Secara Etimologis hukum dalam
arti umum adalah seluruh peraturan yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan memiliki
kekuasaan yang mengikat. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai apa yang harus diitaati dan
diikuti oleh masyarakat yang ada di suatu negara dengan akibat mendapatkan sanksi yang sah
jika melanggar hal yang dilarangnya. Definisi hukum sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli,
seperti :

A. Aristoteles (384-322 SM)

( Beliau menjelaskan bahwa Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang
setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengimplementasikan kepada
anggotanya sendiri ). Hukum universal adalah hukum alam. “Particular law is that
each comunity lays down and applies to its own members. Universal law is the law
of nature”

B. Prof. Mr. E,M. Meyers

Menurut beliau, hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tinglah laku manusia yang dimana
menjadi bahan pertimbangan oleh penegak atau penguasa dalam melakukan

tugasnya.
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C. Leon Duguit
Beliau mengatakan bahwa hukum adalah sebuah aturan tingkah laku
masyarakat, aturan tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari
kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap
orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
D. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang
dikehendaki dengan bebas.
E. Utrecht

Utrecht berpendapat bahwa hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah
atau larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus
ditaati oleh masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan positivasi nilai moral yang
berkaitan dengan keadilan, kebebasan, kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan
tanggung jawab. Hukum bersifat memaksa yang artinya semua harus menaatinya dengan sanksi
mendaoatkan hukuman jika melanggarnya,

Pengertian Pengantar limu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum berasal dari kata “pengantar”, kata “pengantar” berasal dari
kata “antar” yang berarti “iring ,kirim”. Kemudian kata “antar” ini mendapatkan kata imbuhan
“peng” yang menjadi “pengantar” yang bermakna pendahuluan, prakata, pengiring. Dari
pengertian istilah-istilah kata tersebut, maka dapat ditemukan hubungan dari istilah tersebut
yang memiliki kaitan satu sama lain. Jadi pengertian pengantar merupakan suatu hal yang masih
bersifat pendahuluan atau awal dalam memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian
tertentu. Beberapa pendapat tentang istilah Pengantar Hukum Indonesia yaitu sebagai berikut;

1. Hartono Hadisoeprapto; mengatakan bahwa Pengantar Tata hukum Indonesia
sebenarnya digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari
aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang
memberikan akibat hukum bagi peristiwa atau perbuatan-perbuatan di dalam

masyarakat pada saat ini.
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R. Abdul Jamil; mengatakan bahwa tata hukum berasal dari Bahasa Belanda

atau Recht Orde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang
sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam
pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan °dipergunakan untuk
menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu
pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus

berkembang.

Soediman Kartohadiprodjo; yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia
adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang
memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup; sekarang
menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada saat ini dan tidak kepada
pergaulan hidup yang lampau dan tidak pula dalam pergaulan hidup masa yang
akan dicita-citakan dikemudian hari atau (ius Constituendum). Di Indonesia
menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di wilayah di Indonesia dan

tidak dinegara lain.®

Berdasarkan uraian pengertian Pengantar IImu Hukum di atas dapat disimpulkan
bahwa Pengantar Ilmu Hukum Indonesia atau Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah suatu
ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar dalam mempelajari struktur atau
susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di Negara Indonesia atau sebagai hukum positif
yang berlaku di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Sejarah

Secara etimologi asal kata, sejarah dalam bahasa Latin merupakan “Historis”. Dalam

bahasa Jerman disebut “Geschichte” yang berasal dari kata geschehen, berarti “sesuatu yang
terjadi”. Istilah “Historie”” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia.
Di kawasan negara yang berbahasa Melayu termasuk Indonesia, secara sederhana kata sejarah
diartikan sebagai suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda,
babad, kisah atau hikayat yang kebenarannya belum tentu terbukti sebagai hasil suatu penelitian.
Umumnya cerita itu dijadikan dogeng yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, secara
sederhana sejarah juga dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa

lalu. Ada yang mengartikan sejarah merupakan penulisan sistematik dari gejala-gejala tertentu
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yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu dengan penjelasan

mengenai sebab-sebab timbulnya gejala tersebut.

Pada zaman seperti saat ini yang semakin maju manusia telah meyakini kemampuan dan
pemikirannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai
dengan bidang peradabannya, kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk
menciptakan sesuatu yang baru dan kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang termasuk lImu
Hukum.

Sejarah Adanya lImu Hukum

Adanya llmu hukum di dunia bahkan sampai ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan
Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral. Berbeda dengan peradaban Barat
yang menempatkan Hukum itu sebagai prinsip sentral kehidupan. Peradaban Barat ini
bersumber dari peradaban Yunani yang merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting.
Dalam peradaban masa Yunani , Negara tersebut dipandang sangat penting dibandingkan semua
organisasi yang diibuat oleh manusia.

Timbulnya pemikiran-pemikiran dari peradaban Yunani ini menyebabkan manusia
memiliki kemampuan untuk berfikir, kebebasan memilih, dan memiliki kemampuan dalam
membuat keputusan. Selanjutnya manusia juga mulai menyadari bahwa ia hidup untuk dirinya
sendiri bukan untuk orang lain. Pada saat ini mulai timbul sikap individualisme, konsekuensi
politis dari individualisme ini berupa adanya independensasi yang memiliki hak-hak secara
hukum dan politik yang tertuang di dalam the rule of law. Dengan demikian, Hukum menjadi
prinsip sentral dalam organisasi sosial termasuk Negara.

Hukum yang diajarkan secara sistematis di universitas-universitas itu bukan hukum
yang sedang berlaku di dunia barat, namun yang diajarkan adalah hukum yang tertuang dalam
naskah kuno yang terdapat di perpustakaan Italia yang dapat menyelesaikan permasalahan dan
konflik yang terjadi pada akhir abad XI. Selain itu, terdapat dua unsur dalam studi hukum secara
sistematis pertama kali yakni yang pertama adalah penggunaan metode analitis dan sintesis yang
diterapkan pada naskah-naskah hukum, kedua adalah adanya pengajaran di universitas yang
menggunakan metode tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dari perkembangan ilmu hukum tersebut dapat
dikemukakan tiga hal yakni yang pertama,ilmu hukum lahir sebagai suatu illmu terapan. Kedua,

ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa dan doktrin yang
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dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga, metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah

metode penalaran.
Tujuan Mempelajari PIH Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Setelah mengetahui sejarah dan pengertian ilmu hukum kita beralih pada tujuan mempelajari
Pengantar Ilmu Hukum . Sebagai mahasiswa llmu Hukum terutama yang masih semester 1 tentu
saja merasa bingung untuk mulai belajar mengenai hukum. Dengan adanya Pengantar limu
Hukum ini dapat memberikan pemahaman secara dasar untuk mendalami ilmu hukum, karena
Pengantar IImu Hukum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar teoritis ,
istilah-istilah hukum, dan memberikan pemahaman secara ringkas mengenai hukum. Pengantar
IImu Hukum memberikan pandangan yang ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum,
mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lain, dan mengenai pengantar dasar,
asas, serta penggolongan cabang hukum,
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tesebut diatas, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai
berikut :
1. Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan,
kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan tanggung jawab. Hukum bersifat
memaksa yang artinya semua harus menaatinya dengan sanksi mendaoatkan hukuman

jika melanggarnya,

2. Pengantar llImu Hukum adalah mata kuliah dasar bagi mahasiswa program studi ilmu
hukum yang berasal dari kata “pengantar”. Istilah “pengantar” berasal dari kata “antar”
mengandung arti bawa ; iring ; kirim. Kemudian kata “antar” mendapatkan kata imbuhan
“peng” menjadi “pengantar” berarti mukaddimah; pendahuluan; prakata; pengiring. Dari
pengertian istilah-istilah kata tersebut, maka dapat ditemukan hubungan dari istilah
tersebut yang memiliki kaitan satu sama lain. Adapun pengertian pengantar adalah
merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan atau awal dalam memberikan

ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu

3. Sejarah llmu Hukum berawal dari peradaban barat yang menganggap hukum sebagai

prinsip sentral kehidupan.
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4. Tujuan mempelajari Pengantar llmu Hukum terutama bagi mahasiswa semester 1 adalah

untuk mengetahui dasar-dasar mengenai hukum, selain itu dengan mempelajari PIH maka
mahasiswa ilmu hukum dapat lebih mudah mempelajari mata kuliah Ilmu Hukum

lainnya karena sudah mengetahui dasar-dasar melalui PI1H.

SARAN

Mahasiswa sebagai agent of change dapat memberikan perubahan untuk negara Indonesia,
hal yang ditekankan di sini adalah mahasiswa harus memiliki rasa peduli yang tinggi, kesadaran
jiwa, dan rasa cinta tanah air yang harus melekat dalam diri setiap mahasiswa dan setiap warga
negara Indonesia. Dengan mempelajari setiap sejarah mengenai Indonesia dan tata
pemerintahannya diharapkan mahasiswa dapat menjaga dan menjalankannya dengan baik tanpa
melupakan suatu sejarah tersebut. Selain itu, diharapkan kepadaa seluruh mahasiswa program
studi llmu Hukum untuk dapat mempelajari setiap materi-materi hukum dengan baik dan dapat
mengimplementasikannya nanti di dunia kerja dengan tetap berpendirian kepada keadilan dan

kejujuran.
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